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TENTANG 

PEDOMAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 

 

Menimbang  : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu dan kualitas kinerja sumber 

daya manusia pada Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung yang profesional, berkualitas dan berkomitmen, perlu 

diberikan kesejahteraan yang layak dan adil; 

  b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang 

Pedoman Remunerasi pada Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung yang sebelumnya diatur dalam Surat 

Keputusan Rektor Nomor 131.a Tahun 2020;  

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301); 

  2.  

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 

  4.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5336); 

  5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4826); 

  6.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 
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